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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan
buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran
penulis yang diberi judul “Transformasi Digital Kepegawaian”.
Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai
pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini, serta
Orang Tua dan Keluarga yang terus memberi semangat dan doa.
Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada
semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga
buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini membahas trasformasi digital yang dilakukan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi untuk menuju sistem tata
kelola yang modern. Buku ini terdiri dari 6 bab yakni
1. Pendahuluan, 2. Tata Kelola Pemerintahan, 3. Teori Manajemen
Pemerintahan, 4. Sistem Absensi Online, 5. Implementasi Sistem
Absensi Online, dan 6. Penutup.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan
membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.
Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan.
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BAB
PENDAHULUAN

Momentum Pemerintah melakukan inovasi pembangunan
aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik (SPBE) atau E-Government, yang memanfaatkan TIK
untuk memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat,
pemerintah sendiri dan pihak-pihak lain. Iyanya bisa menjadi celah
untuk  memaksa  pemerintah untuk menyelenggarakan
pemerintahan secara transparan, partisipatif, inovatif, dan
akuntabel, saling berkolaborasi dan terintegrasi dengan sistem
antara instansi pemerintah itu sendiri guna pencapaian target
capain bersama, selain itu menambah nilai dan jangkauan
pelayanan lebih menyeluruh kepada masyarakat tidak hanya di
kota tapi menjangkau yang berada di pedalaman dan daerah
terpencil, serta bisa menjadi alat pengawasan dan kontrol untuk
memperkecil dan menghilangkan adanya penyalahgunaan
kewenangan yang berakibat merugikan Negara itu sendiri. Jumlah
Aparatur Sipil Negara dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur
per tanggal 25 Mei 2025 bersumber dari database SIMASN BKD
Kaltim sebanyak 16.836 orang.

Dalam Upaya meningkatkan kualitas tata kelola
kepegawaian dan pengawasan terhadap kedisiplinan serta kinerja
Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur menghadapi tantangan besar dalam cakupan pengelolaan
data absensi ASN. Tercatat sebanyak 16.836 pegawai yang tersebar
di seluruh wilayah provinsi, yang terdiri dari 436 perangkat daerah
(PD), 68 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 6 cabang Dinas



BAB
TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah
mendorong  transformasi di berbagai sektor, termasuk
pemerintahan. Dalam konteks birokrasi, digitalisasi menjadi
strategi penting untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap
pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, efisien dan
akuntabel. Transformasi digital bukan hanya perubahan alat, tetap
merupakan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan,
termasuk dalam pengelolaan sumber daya aparatur negara.

Good Governance, Sound Governance, Smart Governance,
Collaborative Governance, dan dynamic Governance adalah sebuah
konsep Paradigma tata Kelola Pemerintahan yang baik dari yang
menjadi acuan untuk pengelolaan dan aktivitas pemerintahan,
paradigma ini menyampaikan bahwa bila suatu Pemerintahan
menggunakan beberapa konsep di atas, maka pemerintahan
tersebut tidak akan melaksanakan kediktatoran, korupsi, kolusi dan
nepotisme serta penyalahgunaan penggunaan anggaran yang
dipastikan hanya akan merugikan dan berdampak buruk terhadap
pemerintahan itu sendiri dan masyarakatnya.

A. Sistem Tata Kelola Good Governance
Perkembangan sistem pemerintahan modern telah
mendorong lahirnya berbagai paradigma baru dalam tata kelola
publik. Salah satu konsep paling menonjol dan luas digunakan
dalam praktik administrasi publik dewasa ini adalah Good
Governance. Konsep ini menjadi acuan penting dalam upaya

10



BAB

A.

28

TEORI MANAJEMEN
PEMERINTAHAN

Teori Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bidang ilmu yang
membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah
diimplementasikan dan bagaimana birokrasi berfungsi dalam
menjalankan pelayanan publik. Secara umum, administrasi
publik adalah proses pengelolaan berbagai kegiatan
pemerintahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, koordinasi dan pengawasan terhadap pelayanan
kepada masyarakat.

Menurut Dwight Waldo (1948) dalam bukunya The
Administrative State, administrasi publik tidak hanya bersifat
teknis tetapi juga memiliki aspek politik dan etis. Ia menekankan
bahwa birokrasi tidak netral, dan kebijakan publik selalu
melibatkan nilai serta pengaruh kekuasaan. Artinya, proses
administrasi publik bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga
tentang akuntabilitas dan pelayanan yang berorientasi pada
kepentingan publik.

Nicholas Henry (1975) Membagi perkembangan
administrasi publik ke dalam beberapa paradigma : dari
paradigma politik - administrasi, manajemen publik, teori
organisasi, hingga administrasi publik baru. Perkembangan ini
menunjukkan bahwa administrasi publik bersifat dinamis dan
terus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi dan
teknologi.



BAB
SISTEM ABSENSI

ONLINE

A. Pengertian Sistem Absensi Online (SAO)

Konsep Sistem Absensi Online merupakan bentuk inovasi
digital dalam manajemen kehadiran pegawai yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna
menciptakan sistem pencatatan kehadiran yang lebih efisien,
akurat dan transparan. Sistem ini menggantikan metode manual
seperti daftar hadir kertas/buku atau mesin ceklok (Time Card)
dengan sistem yang berbasis perangkat elektronik yang
terkoneksi ke jaringan internet, server pusat dan aplikasi yang
terintegrasi. Dalam implementasinya, absensi online umumnya
menggunakan fingerprint biometrik, face recognition hingga
geotagging yang berbasis GPS (Global Positioning System), yang
memungkinkan pencatatan kehadiran dilakukan secara rea-
time, baik di kantor pusat maupun di unit kerja teknis (UPTD)
serta memfasilitasi konsep lokasi kerja modern (work from Home,
Work from Anywhere).

Sistem ini mendukung prinsip efisiensi birokrasi karena
data kehadiran dapat dimonitor langsung oleh instansi pembina
seperti BKD, tanpa harus menunggu laporan manual dari
masing-masing perangkat daerah. Selain itu, konsep ini juga
sejalan dengan kebijakan nasional terkait Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai dengan prinsip pada
pasal 2 Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 yaitu : Efektivitas,
keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas,
interoperabilitas dan keamanan. Dengan sistem absensi online,
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IMPLEMENTASI
SISTEM ABSENSI
ONLINE

Transformasi Tata Kelola Pemerintah Modern

Transformasi digital adalah proses adopsi teknologi
digital utuk mengubah cara suatu organisasi beroperasi,
memberikan layanan dan menciptakan nilai tambah melalui
inovasi berbasis teknologi. Menurut 79transformasi digital
bukan hanya soal mengadopsi teknologi, tetapi menyangkut
perubahan mendasar pada proses, strukrur organisasi dan
budaya kerja. Dalam konteks ini BKD Provinsi Kalimantan
Timur, transformasi digital tercermin dalam pergeseran dari
sistem absensi manual berbasis formulir kehadiran dan
fingerprint lokal menuju Sistem Absensi Online (SAO) yang
terintegrasi secara digital dan dapat dipantau secara real-time
oleh unit kepegawaian.

SAO adalah aplikasi digital yang digunakan oleh
pemerintah daerah untuk mencatat kehadiran Aparatur Sipil
Negara (ASN) secara elektronik, menggunakan teknologi
FIngerprint, GPS dan internet. Sistem ini memungkinkan
pemantauan kedisiplinan dan kehadiran ASN secara transparan,
akurat dan efisien. Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur No. 38 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun
2021.

Dynamic Governance adalah kerangka berpikir dan
pendekatan tata kelola yang dikembangkan oleh Neo Boon
Siong dan Geraldine Chen (2007), yang menekankan pentingnya
“Thinking ahead, Thinking Again dan Thinking Across”. Sebagai



BAB
PENUTUP

Transformasi  Digital sebagai Strategi Modernisasi.
Implementasi sistem absensi online fingerprint merupakan bagian
dari strategi modernisasi administrasi kepegawaian, yang
mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik
(SPBE) dan bertujuan meningkatkan kedisiplinan, akuntabilitas
serta efisiensi pengelolaan data ASN.

Program  Dynamic  Governance  pendekatan  dalam
implementasi SAO di BKD Kaltim tercermin dalam berbagai aspek:
1. Thinking Ahead: Perencanaan jangka panjang telah dimulai

dengan digitalisasi sistem manual, meskipun belum sepenuhnya
menjawab kebutuhan masa depan.

2. Thinking Again: Evaluasi terhadap sistem sudah dilakukan,
namun belum mengarah pada terobosan signifikan untuk
menghadirkan sistem yang lebih adaptif.

3. Thinking Across: Koordinasi lintas instansi masih terbatas,
integrasi antar perangkat daerah perlu diperkuat untuk sistem
yang lebih komprehensif.

Kelemahan teknologi Sistem yang ada. Meskipun sistem
fingerprint membantu proses pencatatan kehadiran yang lebih
objektif dan terpusat, namun teknologi yang digunakan saat ini
memiliki keterbatasan, terutama dari sisi :

1. Ketergantungan pada perangkat fisik (mesin Fingerprint) yang
mahal dalam pengadaan dan pemeliharaan.

2. Keterbatasan fleksibilitas ASN dalam bekerja dilapangan atau
lokasi terpencil.
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